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PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 51/PERMEN-KP/2016
TENTANG
PEDOMAN PEMETAAN PELAKSANAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER
BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN DI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka  meningkatkan  efektivitas
pelaksanaan pengarusutamaan gender bidang kelautan
dan perikanan di daerah, perlu mengintegrasikan
pengarusutamaan gender antara pusat dan daerah
melalui pemetaan  pelaksanaan  pengarusutamaan
gender;

b. bahwa dalam rangka mengintegrasikan
pengarusutamaan gender antara pusat dan daerah, perlu
pedoman pemetaan pelaksanaan pengarusutamaan
gender bidang kelautan dan perikanan di daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang
Pedoman Pemetaan Pelaksanaan Pengarusutamaan

Gender Bidang Kelautan dan Perikanan di Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang
Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala

Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (Lembaran
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Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3277);

Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 3);

Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang
Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);

Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang
Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011
tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan
Gender Di Daerah;

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor
4/PERMEN-KP/2014 tentang Panduan Perencanaan dan
Penganggaran Responsif Gender Kementerian Kelautan
dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 82);

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor
23/PERMEN-KP/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1227);

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan
Nomor 25/PERMEN-KP/2015 tentang Rencana Strategis
Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2015-2019
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 1328), sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan 45/PERMEN-
KP/2015 tentang Rencana Strategis Kementerian

Kelautan dan Perikanan Tahun 2015-2019;



Menetapkan :

2016, No.1929

MEMUTUSKAN:
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
TENTANG PEDOMAN PEMETAAN PELAKSANAAN
PENGARUSUTAMAAN GENDER BIDANG KELAUTAN DAN
PERIKANAN DI DAERAH.

Pasal 1
Pedoman Pemetaan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender
Bidang Kelautan dan Perikanan di Daerah merupakan acuan
bagi Kementerian Kelautan dan  Perikanan  dalam
melaksanakan program/kegiatan responsif gender bidang

kelautan dan perikanan di daerah.

Pasal 2
Pedoman Pemetaan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender
Bidang Kelautan dan Perikanan di Daerah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri

ini.

Pasal 3
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.



2016, No.1929 .

Agar setiap orang  mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya

dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 14 Desember 2016

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SUSI PUDJIASTUTI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 19 Desember 2016

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA
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LAMPIRAN

PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 51/PERMEN-KP/2016

PEDOMAN PEMETAAN PELAKSANAAN
PENGARUSUTAMAAN GENDER BIDANG KELAUTAN
DAN PERIKANAN DI DAERAH

BAB I

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pengarusutamaan Gender (PUG) sebagai salah satu strategi
pembangunan telah diberlakukan di Indonesia sejak diterbitkannya
Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan
Gender dalam Pembangunan. Instruksi Presiden tersebut
mengamanatkan kepada seluruh menteri/kepala lembaga
nonkementerian, gubernur, dan bupati/walikota seluruh Indonesia untuk
melaksanakan PUG guna terselenggaranya perencanaan, pelaksanaan,
pemantauan dan evaluasi atas kebijakan, program dan kegiatan yang
berprespektif gender sesuai dengan bidang tugas dan fungsi serta
kewenangan masing-masing. PUG harus diintegrasikan di setiap bidang
pembangunan, termasuk bidang kelautan dan perikanan.

Penerepan PUG di tingkat pemerintah daerah telah diperkuat
dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun
2011 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di
Daerah. Peraturan Menteri tersebut mengamanatkan kepada setiap
pemerintahan daerah untuk melaksanakan PUG, diantaranya dengan
membentuk kelompok kerja PUG (Pokja PUG) di setiap pemerintahan
daerah dan focal point di tingkat instansi/lembaga. Pokja PUG dan focal
point merupakan wadah konsultansi bagi pelaksana dan penggerak PUG

dari berbagai instansi/lembaga.



